
PERATURAN BUPATI BEKASl 

NOMOR. IE TAHUN 20I 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKAS 
NOMOR 2 TAHUN 2OLA4 TENTANG PENYELENGOARAAN KEARSIPAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT BEKASI, • 

¢ 

Menimbang 

• 

Mengngat 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Peraturan Daerah 

Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahu 204 tentang 
Penvelenggaraan Kears.ipan, perlu menetapka Petunjuk 
Pela.ksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Beleasi Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Penyelengsaraan Kearsipan; 
b bahwa atas dasar pertimbangan see bagauimana dirak.sud pado 

huruf a diatas, petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah 

terse but perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

1 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daera.h-daera.h Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950 " 

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republike Indonesia 
Noror 4437) sec bagaiman.a telah diubah beberapa kahi, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Taun ·2008 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nonor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norr 4844); 
Undang-Undang Nomor II Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transakogi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nom@r 3151 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
[nformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.bun 
2008 Nomor 61, Trbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 48464; 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nornor 112, Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia 
Nomor 5038 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang earsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
152, Turnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 
5071; 
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8  Peraturan Pemerintah Noror 87 Tahun 1999 tentang Tata 
Cara Peyerahan den Pemusnahan Dokuren Perusaha.an 
tLembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1999 No»moor 
194, Tambahan Lembaran Negara Repubbik Indoneda Noor 

3912 
9, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Thun 1999 tentang Tata 

Cara Pengahihan Dokumen Perusahaan ke dalam Microfilm 
atau Dokumen Lainnya dan Legalisasi (Lembara Nega ra  
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 195, Tam bah.an 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norr 39134, 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Darah Provinsi da Pererintahan Daera.h 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737), 

I Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelak.sanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahu 209 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Noor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5286 

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 78 Tahu 202 

tentang Tata Kearsipan di Lingngan Kerenterian Delano 

Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahu 2012 Nomor 1282 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 200 
tentang Organisasi Perangk.at Daerah se bagairan.a tea h 
beberapa kali di ubah terakhir demgan Peraturan Daerah 
Nomor 8 Tahu 2012 tentang Perubaha Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nono Tahun 2009 tentang Organisas 
Perangkat Darah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2012 Nomor 8), 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 20I4 
tentag Penyelenggaraan Kearsipan (Lembara Daera.h 
Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 2 

- 

• 

Menetapkan 

MEMU'TU'SKAN 

PERAT'URAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 2 TAHUN 
2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

l Daerah adalah Kabupaten Bekasi 
2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
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« Organisasi Pera.nglat Daera.h adala.h Organisasi Pera.ngk.at 
Daera.h di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Yang 
tendiri dari Sekretariat Daerah, Seckretariat Dewan 

Perwakola akvat Dara.h, Dina.s Dara.h, nspeketonaet, 

Bada Perencanaa Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis 
Dae rah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daera.h 
dan Lembaga Lain 

5. Kantor adalah Kantor Kearsipan dan Perpustakaan 
Kabupaten Bekasi, sebagai Organisasi Perangkat Daerah 
yang memiliki tugas pokok, fungi, dan tang8ogaowab 
sebaga unit kears.ipan dan lembaga kears.ipan. 

6. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip 
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab 
penyelerggaraan kearsipan 

7 Lembaga Kearsipan adalah Organisasi Perangkat Daerah 
yang melaksanakan tugas di bidang kearsipan di 
hingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang memiliki 
tgas pokok, fungsi, dan tanggungiarwab di bidang 
pengeiolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan 

8. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip 
9 Arsip adalah relaan kegiat.an atar peristiwa daarn 

berbagai bentuk dan media sesua engan periembangan 
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 
diterima oleh lembaga near8, pemerintaha.n daera.h, 
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, 
organs.as.i kemasyaura.katan, dan perseorangan dadaun 
pelaksanaacn kehidupan bermasya.ra.kat, berbangsea, dan 
bernegara 

10, Arsip Dinamis adalah arsip yang digunalan secara 
langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan 
selama jangka waktu tertenu 

[ I. Ari p  Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta 
arsip karena memiliki nila guna kesejarahan, telah habis 
retensinya, dan berketerangan dipermanenkan, yang tela.h 

diverifikasi secara langsung atau tidak langsung olch 
Kantor 

1.Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di 
bidang kearsipan yang diperoleh melalui penditfikcan formal 
dan/atau pendidikan dan pclatihan kearsipan serta 
mempunyai tugas pokok, fungi dan tanggungiawab 
melaksanakan keg9atan ears.ipan 

13. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai has.il dari 
kewenangan hukurn dan otorisasi legal serta keberadaan 
sarana bantu untuk tempermuda.h penemuan dan 
pemanfaatan arsip 

14.peneipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kerandirian 
dan otoritas dalam pelaksanaan furgsi, tugas, dan 
tanggungiawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. 

15. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumah 
arsip dengan cara pemindahan arsip inaletif dari unit 
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16 Pengeol n Arsip Dina.mi adaah proses pengenda.lian 

arsip diacrnis saura efisin, eteletif, dan sistematis meliputi 
penciptaan, pengeunaan, daon pemehihara.an, serta 
penvusu.an asp 

7 Aku is.isi  Arsip stats adalah proses penamneahour kt.rah 

arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan 
melalui kegiatan penyverahan arsip statis dan ha.k 
pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga 
kearsipan 

18. Pemeliharaan Arsip adalah kegiatan menjaga 
keutuhan, keama.nan, dan keselamat.an arip, bad.k fisi. 
maupun informasnya 

19.Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan 
penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsup yang 
berhak 

20.Preservasi Arsip adalah tindakan perlindungan dan 
perawatan terhalap arsip, schingga dapat disimpan dan 
dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama 

BAB IL 

PENYELENGGARAAN ARSIP DINAMIS 

Pasa 2 
(l4 Pengelolaan arsip dinar.is diselenggar aka.n untuk 

menjamin ketersediaan arsip dalam pelaksanaan kegiatan, 
sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah 
dan otentik 

(2) Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pad.a 

ayat (I), meliputi 
a pencvptaan ars1p; 
b. penggunaan dan pemeliharaan arsip; dan 
c. penyusutan a0sip 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelengpara.an arsap 
dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat () dan ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

BAB III 

PENYELENGGARAAN ARSIP STATIS 

Pasal 3 
Pengelolaan asip statis dlaksanakan uuntuk menan 
keselamatan arsip sebagai pertangghgiawaban Daerah bagi 
kehidupan bermasyarakat, berbangs.a dan bernegara 

Pasal 4 

(l Pengelolaan arsip statis meliputi 

a. akuisis 

b. pengolahan, 
c preservasi; da 

d. akses 

ti 
lee 
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BAB  IV 

SUMBERDAYA APARATUR KEARSIPAN 

Pasal 5 

fl4 Sumberdaya aparatur kears.ipan terdiri atas Pejabat 
Strukturad di Bidang earsipan, Arsiparis dan pengelola 
tekmis kear span/ fungsional umnu di bidang ears.ipan 

t2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumberdarya aparatur 
kearsipan se bagaimana dimaksud pada ayat (4, tercantum 
dalam Lampiran Ill sebagai bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini 

BAB V 

SARANA DAN PRASARANA 

Pasal 6 

(l)Sarans dan prasarana kearsipan dilaksanakan melatui 
pengaturan standar kuahit.as dan spesifikasi, sesua 
ketentuan peratufan perundang-undangan 

(Ketentuan lebih lanjut mengenai saran.a dean prasaran.a 

kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum 
dalam Lampiran IV, sebagai bagian yang tidak terpisahkan 
dai Peraturan Bupati ini 

BAB VI 

S1STEM KEARSIPAN BERBASIS TEKNOLOG 

INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

Pasal 7 

(I) Sistem kearsipan dilaksanakan dengan menggunakan 
peralatan teknologi informarsi dan ornikasi sesui 

konfigurasi pangkalan data (data centre} Kantor. 

(2J Ketentuan le bih lanjut mengenai sistem kearsipan berbasis 
teknologi informasi se bagaimana dimaksud pada ayat (l, 
ayat (2) dan aryat (34 tercantum dalam Lampiran V, sec begai 
begian yang tidak terpisahkan dari eraturan Bupati mi. 

BAB VII 

PELAYANAN JASA DAN PUBLIKASI KEARSIPAN 

Pasal 8 

(lLayanan jasa Kears.ipan da.n permanfaatan informas 
kearsipan meliputi 

a. penataan, 
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' 
ahih media, 

£ penggandaan arsip 

h a.kses multimedia; an 

i konsultasi dan asistensi 
t2 Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan ja.sa kearsipan dan 

pemafaatan informasi earsipan se bagauiman.a dirak.sud 
pada aryat l) tercantum dalam Lampirasn VI, sebagau began 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

BAE VIII 

KEADAAN DARURAT 

Pasal 9 

() Perindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang 
tidak dinyatakan sebagai bencana nason.al, dilaksaakan 
oleh Kantor, pencipta arsip, dan lembeaga kears.ipan 
Kabupaten/Kota, berkoordinasi dengan Kantor 
enarggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekas.i dan 
instansi terkait lainnya 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengerai perlindungan dan 
penyelamatan ars.ip akibat bencana se bagairmana dioak.sud 
pada ayat (I) tercantum dalam Lamnpiran vi, se bagal 
bagian yang tidak terpisahkan qari Peraturan Bupati ini 

BAB LX 

PEMBINAAN KEARSIPAN 

Pasal IO 

(I) Kantor melaksanakan pembinaan terhadap pencvpta arsp 
di lingkungan Pemerintah Daera.h dan lembaga kearsipan. 

(2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja 
melaksanakan pembinaan kearsipan di lingkungan 
Organisasi Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja masing 
mnasang 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I dan ayat 
(2), diselenggarakan untuk mengamankan arsip-arsip 
Pemerintah Daera.h, se bagai bagian yang tidak terpisahkan 
dari bahan pertanggungiawaban nasional 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kears.ipan 
sebagaimana dimaksud pada avat (I), ayat [2) dan ayat (34 
tercant um dadarn Lampiran VIII, sebagai bagia.n yang tidake 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

I 

I 
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BAB X 

KETENTUAN PENUT'UP 

Pasa I 

Pada s@at Peraturan upati ini belaku, maka Peraturan upet 

Bekasi Nomor 16 Tahu 200 tentang Pedoman Tata Kears1pan 
Pemerintah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 16 Nomor 2009), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mutai berlaku pada tang@gal diundangkan 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal " 

BUPATI BEKAI 

N LAH YASIN 

• 


